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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah
baku mutu air berdasarkan PERDA Kab Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Hasil
dan Pembahasan dari Penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab mengawasi operasi
pabrik ikan di Muncar. Pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan rutin ke sungai di wilayah Muncar guna
memastikan bahwa industri di sekitarnya mematuhi peraturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran yang ditemukan,
pabrik akan segera dikenakan sanksi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mengambil langkah tambahan seperti
pengawasan dan pelatihan lapangan, pengiriman surat kepada perusahaan, dan penyelenggaraan sosialisasi tahunan.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) adalah salah satu implementasi penting
dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan. Undang-Undang ini mengamanatkan hak
asasi setiap warga negara Indonesia untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai
dengan Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manusia
memliki kewajiban untuk merawat alam, memperhatikan kualitas air limbah, dan
melindungi ekosistem di dalamnya. Untuk menjamin pengelolaan air secara nasional yang
optimal beperngaruh besar untuk semua kalangan dalam semua aspek kehidupan,
diperlukan pola perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan air serta sumber air
(Witno et al., 2023). Pendekatan ini berfokus pada wilayah sungai dan melibatkan seluruh
aspek pengelolaan sumber daya air. Tanggung jawab tersebut meliputi beberapa aspek
penting seperti perencanaan yang terperinci untuk penggunaan air yang efisien,
perlindungan sumber daya air dari pencemaran dan degradasi, pengembangan
infrastruktur dan teknologi yang mendukung pengelolaan air, serta pemanfaatan air yang
berkelanjutan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pertanian, industri, dan konsumsi
domestik. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan dapat tercipta pengelolaan air
yang lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan Pasal 67
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk merawat kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
(Anis et al, 2020). Masyarakat juga berkewajiban menjaga karunia alam dan
keanekaragaman hayati yang berharga dari Tuhan.

Tercemarnya laut menjadi permasalahan lingkungan yang dibahas dalam artikel
tentang daerah Muncar, Banyuwangi. Pantai Muncar, yang berlokasi di Pulau Jawa,
merupakan pelabuhan ikan terbesar di daerah tersebut. Dalam hal ukuran dan kapasitas
penangkapan ikan, pelabuhan ini adalah yang kedua terbesar di Indonesia, setelah
Bagansiapiapi di Riau. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan aktivitas perikanan
yang sangat dinamis, Pantai Muncar berperan penting dalam industri perikanan nasional,
mendukung perekonomian lokal, dan menyediakan pekerjaan bagi ribuan nelayan serta
pekerja terkait. Fokus utamanya adalah pada bisnis penangkapan ikan daripada wisata.
Tanggul dibangun di sepanjang tepi pantai untuk menambatkan perahu dan melindungi
dari ombak. Nelayan menangkap banyak ikan setiap hari dengan perahu tradisional.
Pengawetan ikan harus dilakukan segera setelah penangkapan karena ikan mudah rusak.
Banyak industri perikanan skala rumahan dan pabrik telah berkembang berkat tangkapan
ikan yang besar. Industri ini meliputi pabrik pendingin untuk menyimpan ikan segar,
pabrik sarden kalengan, serta pabrik tepung dan minyak ikan. Selain itu, industri rumahan
berfokus pada pengeringan ikan asin dan pengolahan ikan pindang. Secara keseluruhan,
sektor perikanan meningkatkan nilai tambah komoditas, menciptakan lapangan kerja, dan
mendorong perekonomian local (Putra et al., 2020).

Saat ini, dampak yang paling mencolok meliputi penurunan drastis jumlah hasil
tangkapan ikan setiap tahun. Selain itu, bau menyengat dari sungai sudah mencapai
pemukiman warga, mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Kualitas air
sumur juga telah memburuk, berubah menjadi kuning dan tidak layak untuk dikonsumsi,
sehingga menambah kesulitan bagi masyarakat setempat yang bergantung pada air
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tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Masalah kesehatan seperti diare, gangguan
pernapasan, dan penyakit kulit menjadi umum di kalangan anak-anak. Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang me langgar Perda Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengendalian Pencemaran Air, memperburuk situasi. Kebijakan tersebut
memungkinkan pembangunan pabrik tanpa pengawasan ketat terhadap limbahnya.
Industri pen golahan ikan di Muncar berkembang karena pendapatan ekonomi yang besar,
dan limbah dari pabrik yang dibuang secara sembarangan mencemari sungai-sungai
hingga ke laut, mengganggu ekosistem biota laut (Adicahya, 2009).

Pasal 30 Perda Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten
bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan izin lingkungan.
Pengawasan ini meliputi aspek seperti pembuangan air limbah ke sumber air, penggunaan
air limbah untuk tanah, dan persyaratan teknis pengen dalian pencemaran air sesuai
dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui (Ratiandi et al., 2020).
Pemerintah Ka bupaten harus memastikan bahwa semua kegiatan yang berpotensi
mencemari air mematuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan
dan kesehatan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan
hidup kabupaten. Walaupun Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengendalian
Pencemaran Air telah diimplementasikan, pengusaha pabrik pengolahan ikan di
Kabupaten Banyuwangi masih belum diberikan sanksi yang tegas ter hadap pelanggaran
pembuangan limbah industri ke sungai dan pantai. Namun, penegakan aturan terhadap
pelanggaran tersebut masih belum dilakukan dengan tindakan yang signifikan. Peraturan
daerah tersebut bertujuan untuk mengatur dan memperbaiki dampak kerusakan
lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Kecamatan Muncar. Berdasarkan
pembahasan pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
skripsi yang berjudul: “Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap
Pengelolaan Limbah Hasil Dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan Yang Berada Di Kecamatan
Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian
Pencemaran Air”

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk menggali,
mengolah, dan memusatkan semua bahan hukum yang relevan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mencapai kesimpulan yang didasarkan pada landasan ilmiah dan
memberikan solusi terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi. Dengan pendekatan
Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach), Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif Metode ini
berpusat pada analisis prinsip-prinsip dan standar yang ada dalam hukum positif.
Penelitian ini terutama menganalisis aturan hukum formal, seperti Undang-Undang. Selain
itu, penelitian ini melihat literatur yang mencakup konsep teoritis yang terkait dengan
masalah yang dibahas. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
menggunakan penelitian kepustakaan. Bahan hukum meliputi berbagai dokumen seperti
undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, tulisan akademis, artikel, buku, dan
lainnya. Setiap jenis bahan hukum memiliki peran dan nilai tertentu dalam menganalisis
dan membahas isu hukum. Dengan memahami karakteristik dan jenis bahan hukum yang
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relevan, peneliti dapat membangun argumen yang kuat dan menyajikan jawaban yang
tepat terhadap isu hukum yang sedang diselidikiBahan-bahan hukum tersebut telah
dikumpulkan, dengan langkah- langkah yang meliputi pengelompokan bahan,
inventarisasi, penelusuran literatur, dan pemeriksaan bahan menyeluruh. Proses analisis
ini tidak hanya bergantung pada data empiris semata, tetapi juga mempertimbangkan
pandangan dari akademisi, praktisi, atau otoritas yang memiliki kaitan dengan topik
penelitian. Dengan menggunakan pendekatan analisis deduktif ini, penelitian dapat
memberikan pemahaman yang lebih terperinci dan terstruktur mengenai isu hukum yang
sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air, air di anggap sebagai aset alam yang sangat berharga bagi banyak orang.
Peraturan ini menegaskan kebutuhan mendesak yang berfungsi menjaga kualitas dan
kebersihan air dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi manusia dan ekosistem
perairan, baik dalam konteks saat ini maupun di masa depan. Pentingnya menjaga kualitas
air ini disebabkan oleh perannya yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia,
baik untuk keperluan konsumsi, kegiatan pertanian, industri, maupun untuk menjaga
keseimbangan ekosistem alam. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya
pengendalian pencemaran air yang efektif guna memasti kan agar air tetap
mempertahankan standar mutu yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat secara
berkelanjutan bagi manusia serta untuk menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup
yang bersih dan sehat (Suwerda, 2012). Dengan demikian, pengendalian pencemaran air
menjadi bagian penting dari rangkaian upaya peles tarian lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan menjaga
kelestarian alam.

Sumber daya air dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memberi
dampak dan ke makmuran kepada semua orang dalam berbagai aspek kehidupan mereka.
Air sangat penting untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, dan pariwisata,
serta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti minum dan memasak. Air juga
memelihara keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena
itu, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas sumber
daya air untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup generasi berikutnya
(Binarto, 2002). Negara memiliki kewenangan dalam menguasai dan mengelola sumber
daya air dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. Dalam konteks
pengelolaan sumber daya air, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti air untuk minum, memasak,
kebersihan pribadi, dan sani tasi. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk
mengatur hak-hak terkait dengan penggunaan air ter sebut, seperti hak untuk mengakses
sumber air bersih, hak untuk menggunakan air untuk keperluan per tanian, industri, dan
kegiatan lainnya secara adil dan berkelanjutan (Wintoko, 2013). Regulasi dan kebijakan
yang efektif per lu diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air
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dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak serta menjaga keberlanjutan
lingkungan.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan
sumber daya air ini. Pengelolaan ini dilakukan dengan menghormati hak-hak adat
masyarakat dan hukum adat. Hal ini meliputi pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat
hukum adat setempat dan hak-hak serupa, dengan catatan bahwa hak-hak tersebut masih
relevan dengan dinamika kemasyarakatan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air
harus dilakukan secara bertanggung jawab dan inklusif, memperhatikan kepentingan
semua pihak serta prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Untuk memastikan bahwa regulasi pengelolaan air di tingkat nasional beroperasi
secara efektif demi kepentingan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, diperlukan
peraturan yang mengatur perlindungan, pengembangan, dan eksploitasi air dan sumber
daya air. Regulasi ini mencakup berbagai aspek yang beragam, seperti perencanaan
menyeluruh, protektif yang efisien terhadap kualitas air, pengembangan infra struktur air,
serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Di samping itu,
regu lasi juga memasukkan upaya untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya air demi kepentingan masyarakat (Atik Widiyanti et al., 2020).

Pantai Muncar, khususnya, lebih dikenal sebagai tempat penangkapan ikan
daripada destinasi pariwisata. Sebagian besar pantai di daerah tersebut telah diperkuat
dengan tanggul untuk melindungi dari ombak dan sebagai tempat sandar perahu atau
kapal. Para nelayan menggunakan perahu tradisional untuk menangkap ikan setiap hari di
laut. Karena ikan mudah rusak, pengawetan harus dilakukan segera setelah penangkapan.
Dengan jumlah tangkapan ikan yang besar, banyak industri rumahan dan pabrik
pengolahan ikan telah bermunculan di daerah tersebut. Industri tersebut meliputi berbagai
sektor, seperti pabrik sarden yang mengolah ikan menjadi produk kemasan siap saji, pabrik
kaleng sarden yang memproduksi ikan dalam kaleng untuk konsumsi, pabrik tepung ikan
yang menghasilkan tepung dari ikan untuk digunakan dalam makanan ternak atau produk
olahan lainnya, serta pabrik minyak ikan yang menghasilkan minyak dari proses ekstraksi
ikan.

Banyak ikan yang diolah dan diproses dikirim ke seluruh Indonesia dan diekspor ke
berbagai negara. Jumlah industri pengolahan ikan meningkat karena adanya pendapatan
ekonomi yang besar. Dampaknya, limbah dari pabrik pengolahan ikan baik skala besar
maupun kecil dibuang secara sembarangan ke selokan dan kemudian mengalir ke laut Selat
Bali, menyebabkan kerusakan pada ekosistem biota laut (Steybi et al., 2024). Saat ini, dam
pak yang paling terasa adalah penurunan signifikan dalam hasil tangkapan ikan setiap
tahun, bau sungai yang tidak sedap yang merasuki pemukiman penduduk, dan air perigi
atau sumur yang biasa digunakan warga un tuk kebutuhan setiap harinya menjadi
berwarna kuning. Banyak anak-anak yang menderita diare, masalah pernapasan, dan
penyakit kulit sebagai akibat dari hal ini (Ratiandi et al., 2020).

Masalah ini semakin diperparah oleh kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi yang memperbolehkan pendirian pabrik-pabrik tanpa pengawasan yang ketat
terhadap pembuangan limbah. Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya laut juga terus
berlanjut di Kabupaten Banyuwangi. Penangkapan ikan yang berlebihan mengancam
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keberlanjutan ekosistem laut, menyebabkan penurunan populasi ikan dan mengganggu
keseimbangan ekosistem (Agustin, 2015). Di samping itu, konversi hutan bakau menjadi
tambak juga menjadi masalah serius karena mengurangi habitat alami bagi berbagai jenis
flora dan fauna, serta berpotensi me nyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan
terganggunya ekosistem pesisir. Hal ini sejalan dengan ke tentuan yang terdapat dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian
Pencemaran Air Pasal 28. Kebijakan yang kurang ketat dalam pengawasan pembuangan
limbah dari pabrik-pabrik ini menyebabkan potensi pencemaran air semakin meningkat,
mengancam kualitas air dan kesehatan lingkungan (Kholif, 2019). Keadaan Pantai Muncar
semakin memprihatinkan karena kurangnya pengawasan yang memadai dan kekurangan
rencana pengelolaan pantai serta ekosistem yang jelas dari pemerintah daerah (Mulyani &
Ishak, 2016).

Kondisi lingkungan sekitar telah berubah sebagai akibat dari pembuangan limbah
cair hasil pengolahan ikan di daerah Muncar. Perubahan tersebut memiliki potensi dampak
baik maupun buruk. Salah satu dampak positifnya adalah penciptaan lapangan kerja baru,
yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta
peningkatan pendapatan daerah (Yusra et al., 2021). Selain itu, perubahan tersebut juga
dapat mendorong kemajuan kota secara keseluruhan. Untuk memastikan dampak positif
ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, langkah-langkah yang tepat perlu diambil agar
memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Di sisi lain, dampak
negatifnya meliputi pencemaran lingkungan akibat limbah industri, peningkatan
permintaan lahan yang tidak terkendali, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengaturan yang
ketat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah dampak-dampak negatif tersebut
sehingga dapat menjaga kualitas lingkungan dan tidak merugikan masyarakat setempat
(Banin et al., 2021).

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum mengambil
langkah konkret dalam memberlakukan sanksi administratif atau pidana terhadap
pengusaha pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah industri secara sembarangan
melalui selokan yang mengalir ke sungai dan pantai. Meskipun Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengawasan terhadap limbah pabrik yang
dibuang secara sembarangan oleh perusahaan pengolahan ikan, tindakan yang signifikan
belum diambil sebagai tindak lanjut dari pengawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui Dinas Lingkungan Hidup, terus
melakukan upaya untuk meningkatkan kondisi lingkungan di kawasan Muncar. Salah satu
langkah yang mereka ambil adalah melakukan kunjungan rutin ke sungai yang berada di
daerah sekitar Muncar guna memastikan bahwa indus tri di sekitarnya telah mematuhi
peraturan yang berlaku terkait lingkungan. Jika dalam kunjungan tersebut ditemukan
pabrik yang melanggar peraturan, tindakan saksi akan diberlakukan sebagai langkah awal
untuk menegakkan ketaatan terhadap regulasi lingkungan. Langkah-langkah ini
diharapkan dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat di kawasan Muncar.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengambil langkah-langkah tambahan
melalui program-program seperti Festival Banyuwangi, termasuk Festival Kali Bersih,
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dengan harapan dapat mengubah kesadaran masyarakat di kawasan Muncar agar lebih
peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain upaya pemerintah tersebut. Izin
Pembuangan Air Limbah (IBAL) dan Izin Pemanfaatan Air Limbah (IMAL) menjadi
tanggung jawab bupati dan wali kota untuk mengendalikan pencemaran air. Dalam
mendukung praktik pengelolaan lingkungan yang baik, Dinas Lingkungan Hidup
memberikan surat kepada perusahaan, melakukan kunjungan lapangan, dan
menyelenggarakan sosialisasi tahunan. Jika perusahaan terus melanggar, tindakan
penegakan hukum akan ditingkatkan secara bertahap oleh pemerintah. Dalam situasi
pelanggaran serius, seperti ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tindakan
penegakan hukum dapat mencakup keputusan pemerintah untuk memaksa perusahaan
membangun IPAL, melebihi sanksi administratif teguran tertulis.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya, penulis menemukan bahwa menurut Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Dinas Lingkungan
Hidup memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan usaha pabrik ikan di wilayah
Muncar. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab ini, Dinas tersebut secara rutin
melakukan inspeksi keliling untuk mengawasi sungai di kawasan Muncar guna
memverifikasi kepatuhan industri di sekitarnya terhadap semua ketentuan yang telah
ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran selama inspeksi, sanksi akan diterapkan secara
langsung. Selain inspeksi, DLH turut aktif dalam kegiatan pengawasan menyeluruh,
kunjungan lapangan, memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan yang melanggar,
dan menyelenggarakan kegiatan diseminasi tahunan. Tujuan dari kegiatan-kegiatan
tersebut adalah untuk mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang baik dan tanggung
jawab di kalangan pelaku usaha di wilayah Muncar. Dengan demikian, diharapkan
lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan dapat terwujud bagi masyarakat setempat.
Jika dalam survei lapangan ditemukan pelanggaran yang tidak bisa diberikan peringatan
lisan, surat peringatan administratif akan diberikan dengan jangka waktu tertentu. Jika
perusahaan tetap melanggar, sanksinya akan ditingkatkan menjadi sanksi administratif.
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